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(Pelaksanaan Persidangan Elektronik pada tahun 2021 : Yan berhadir di Pengadilan
hanya para hakim, untuk jaksa penuntut umun berada di Kejaksaan, dan terdakwa
ditahan di Polres Tapin)

(Pelaksanaan Persidangan Elektronik pada tahun 2022 : Yang berhadir di Pengadilan
hanya para hakim, jaksa penuntut umun sudah diperbolehkan berhadir di Pengadilan
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PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- 184 /Un.14/111.2/PP.00.9/05/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian
Saudara (i) :

Nama . Siti Mawaddah Rumisa

NIM . 180102030346

Program/Jurusan : S.1/HTN

Judul . Elektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi

COVID-19 Di Pengadilan Negeri Rantau *

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing,
kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I . H. Bahran, SH, MH
Pembimbing I : Muhammad Haris, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 30 Mei 2022

§. Amelia Rahmaniah, M.H
97105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;

4. Arsip.



/\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

v UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
U l-N FAKULTAS SYARIAH
JI. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235
Nomor : B- 208 /Un.14/11L.2/PP.00.9/6/2022 Banjarmasin, 6 Juni 2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa
Kepada Yth
Siti Mawaddah Rumisa / 180102030346
di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 3 Juni 2022, maka dengan ini Ketua
Prodi HTn (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar
proposal penelitian kepada: o

Nama / NIM . Siti Mawaddah Rumisa / 180102030346
Jurusan - HTn (Siyasah Syar'iyyah)
Judul . Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi

Covid-19 Di Pengadilan Negeri Rantau

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : 09.00-11.00
Tempat . Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:
Pembimbing | © H. Bahran, S.H., M.H.
Pembimbing Il - Muhammad Haris, M.Kn.
Moderator . Rusnayulida, S.H

Pembahas Utama | Siti Julaiha / 190102030132
Pembahas Utama |- Rezki Mawaddah / 190102040062

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

..—.
{9790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 223



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
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SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 2231 /Un.14/111.2/PP.00.9/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN
Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama . Siti Mawaddah Rumisa

NIM . 180102030346

Jurusan - HTn (Siyasah Syar'iyyah)

Judul . Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19

Di Pengadilan Negeri Rantau

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal * Rabu, 8 Juni 2022

Waktu - 09.00-11.00

Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring
dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing | . H. Bahran, S.H., M.H.

Pembimbing Il © Muhammad Haris, M.Kn.

Moderator  Rusnayulida, S.H

Pembahas Utama | : Siti Julaiha / 190102030132
Pembahas Utama Il : Rezki Mawaddah / 190102040062

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

njarmasin, 16 Juni 2022

o AneSdlistyoko, S.Sos, M.H.
S 719790118 200501 1 004
Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari

3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip No. : 223



/\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
3'2Y, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
UIN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
VLN Telepon (0511) 3265783
A, Website: www.fs.uin-antasari.ac.id £-mail: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomor  : B- 2527 /Un.14/111.2/TL.00/06/2022 22 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Rantau
di - Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama : SITIMAWADDAH RUMISA
NIM : 180102030346
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIl (Delapan)
Alamat - JI. AYani Komp. Aspol Binabrata Manunggal 2 Gg.7

No.22 RT.28 RW.02 Kel. Kebun Bunga Kec.Banjarmasin
Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari
tanggal 27 Juni - 27 Agustus 2022 dengan judul:

Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Masa pandemi COVID-I9 di
Pengadilan Negeri Rantau

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Wassalamu’alaikum Wa‘rahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

hmat 3@ S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001




PENGADILAN NEGERI RANTAU KELA S II
Jalan Jendral Sudirman (By Pass) Kel. Rantau Kiwa
Kec. Tapin Utara Kabupaten Tapin
TELP. (0517) 31009, Fax 31045
Website : www.pn-rantau.go.id RANTAU 71111
KALIMANTAN SELATAN
T ————————

SURAT KETERAN L%
NOMOR W15.U8/ 4 IKe.01.2872022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : D. HERJUNA WISNU GAUTAMA S.H.M.Kn
NIP : 19770305 200212 1 003

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Ketua

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Rantau Kelas IT

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa ;

Nama : SITTMAWADDAH RUMISA

Nim : 180102030346

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah melakasanakan Riset pada Kantor Pengadilan Negeri Rantau Kelas II dengan judul
“Efektivitas Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri
Rantau” yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2022 s.d 08 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau, 08 Agustus 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI RANTAU
KELAS I

e ———— e +

D. HERJUNA WISNU - GAHVTAMA S.H.,M.Kn



\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
¢

,:;"“; UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
V FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
U IN Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id
SURAT KETERANGAN

Nomor : B- $§74 /Un.14/111.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama - Siti Mawaddah Rumisa
NIM - 180102030346
Jurusan - HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Februari 2022
Waktu - 08.30-10.30
Tempat : Ruang Munagasyah online

dengan susunan tim penguiji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI

Anggota - Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI

Anggota - Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,5 dan dinyatakan Lulus.

njarmasin, 19 Desember 2022

-Arie gﬁlistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip

No. : 252
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KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 122/Un.14/111.2/PP.00.9/01/2023
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasart Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

SITI MAWADDAH RUMISA

NIM : 180102030346
Kelahiran Amuntai, 08 April 1999
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

b
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$ PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

PUSKOM FHSYM
UIN ANTASARI BANJARMASIN

UIN JI. A. Yani Km. 4,5 Lt. Il Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVII/1801020303416/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

diti Mawaddah Rumisa

Tempat dan Tanggal Lahir :

Wmuntai, 08 Wpril 1999

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM NILAI PREDIKAT
Microsoft Office Word 84
Microsoft Office Excel 85

Microsoft Office Powerpoint 84

Yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022.

Barjarmasy 19 Septenber 20










BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1128, 2020 MA. Administrasi. Persidangan Perkara Pidana.
Secara Elektronik.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang s a. bahwa Pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan;

b. bahwa Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan
untuk mewujudkan peradilan

modern berbasis teknologi informasi;



d.

bahwa dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu

membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi

manusia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi
dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5077);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5078);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh

Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);

10.  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI
DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
. Penyidik adalah penyidik menurut peraturan perundang- undangan.

. Penuntut adalah Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi
Pemberantasan Korupsi, Oditurat
Militer, dan Oditurat Militer Tinggi.

. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar’iyah, Pengadilan
Militer, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syar’iyah Aceh, Pengadilan
Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung.

. Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang
meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang

ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.

. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah rumah

tahanan negara menurut peraturan perundang-undangan.

. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga

pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan.

. Penasihat Hukum adalah penasihat menurut peraturan perundang-

undangan.

. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang
disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap
pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan

secara Elektronik.

. Domisili Elektronik adalah layanan pesan (messaging services) berupa
akun vyang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan,
Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan
Lapas.

Administrasi  Perkara adalah proses pelimpahan perkara,

penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan Majelis Hakim,

penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti,



penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik,
penyampaian  panggilan/pemberitahuan,  penyampaian ~ dokumen
keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan,
pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan

putusan.

11. Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan,
penerimaan dan penomoran perkara, penetapan Hari sidang, penentuan
cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian
dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan,
replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan

kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik.

12. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses
memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan
yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi,

audio visual dan sarana elektronik lainnya.

13. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima,
memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,
dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang dan secara elektronik.

14. Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa
adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan

secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama.

15. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait Administrasi Perkara
dan persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi

Pengadilan.

16. Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses
pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan
dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam
Hukum Acara karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain
yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan
lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan

Persidangan secara Elektronik.



17. Jarak adalah jarak tempat penahanan Terdakwa, jarak tempat
Penuntut, maupun jarak tempat saksi dan ahli dengan Pengadilan yang

menyidangkan perkara.

18. Hukum Acara adalah hukum acara pidana yang berlaku dan
peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain oleh peraturan
ini.

19. Peserta Sidang adalah Hakim/Majelis Hakim, Penuntut,
Terdakwa/Penasihat Hukum, Saksi, dan Ahli.

20. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1) Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri
Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun
pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim
karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa
atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan

cara sebagai berikut:

a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut
bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti
sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa

didampingi Penasihat Hukum;

b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang
sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor
Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat
Hukum mengikuti sidang dari

Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;

c. dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk
mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak

didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau



d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang
Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi
oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum
Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim
dengan penetapan.

(3) Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), semua Peserta Sidang harus terlihat di layar monitor dengan
terang dan suara yang jelas.

(4) Panitera/panitera pengganti melaporkan kesiapan
persidangan dan memastikan terkoneksinya dengan Peserta Sidang kepada
Hakim/Majelis Hakim.

(5) Dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut, dan

Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.

Pasal 3

(1) Setiap Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh Penuntut,
penasihat hukum, dan Terdakwa harus berbentuk portable document
format (PDF).

(2) Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan,
tuntutan, pembelaan, replik,dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el

Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan.

(3) Setiap Dokumen Elektronik yang dikirim, harus diunduh dan

diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

(4) Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan,
replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik
tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el

Penasihat Hukum.

BAB II
PELIMPAHAN PERKARA, PENOMORAN, DAN PANGGILAN
SIDANG



a.
b.
C.

d.
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Pasal 4

(1) Pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai

dengan Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing.

(2) Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat dilaksanakan, berkas perkara dilimpahkan melalui pos-el.

(3) Dalam setiap pelimpahan perkara, Penuntut harus menyertakan

Domisili Elektronik yaitu:

kantor Penuntut;

kantor Penyidik;

instansi tempat Terdakwa ditahan; dan

Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum.

(4) Dalam hal pelimpahan perkara dilakukan melalui pos-el sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), barang bukti tetap berada di kantor Penuntut.

Pasal 5

(1) Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara

melalui pos-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus
memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang

dikirim secara elektronik.

(2) Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

surat pelimpahan perkara;

surat dakwaan;

surat kuasa jika menggunakan Kuasa;
berita acara pemeriksaan Penyidik;
pindai (scan) alat bukti tertulis jika ada;
daftar barang bukti;

foto barang bukti;

dokumen penahanan jika ditahan; dan

dokumen terkait lainnya.

(3) Kepaniteraan terkait mencetak semua dokumen dan melakukan



a.

b.

penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
Pasal 6

(1) Penetapan Hakim/Majelis Hakim memuat Hari, tanggal, jam, dan
tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh Kepaniteraan

kepada Penuntut secara elektronik.

(2) Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, Penuntut

menyampaikan panggilan sidang kepada
Terdakwa melalui Domisili Elektronik.

(3) Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan
oleh Penuntut kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat
pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (short message service).

(4) Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panggilan disampaikan melalui surat
tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala
desa/lurah tempat domisili/tempat tinggal Terdakwa.

(5) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari sidang.

(6) Khusus peradilan militer pemanggilan diatur sebagai berikut:

oditur militer/tinggi melaksanakan pemanggilan sidang kepada Terdakwa

melalui atasan yang berhak menghukum (ankum);

dalam hal Terdakwa ditahan/menjalani hukuman, oditur militer/tinggi
melakukan panggilan sidang melalui kepala Rutan/kepala Lapas/kepala

Lapasmil.

(7) Panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa apabila telah terbukti
bahwa panggilan telah terkirim.

BAB IlI
PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Persiapan Persidangan



Pasal 7

(1) Sebelum persidangan dimulai, Panitera/Panitera Pengganti
melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan
kepada Hakim/Majelis Hakim.

(2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang
didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan
yang sama dengan Terdakwa.

(3) Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi
Terdakwa di Rutan/Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut
atau Pengadilan.

(4) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara
Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas
Rutan/Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(S) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi
dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi
ruangan secara keseluruhan.

(6) Panitera/Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi

dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/Penasihat

Hukum dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua

Dakwaan dan Keberatan

Pasal 8

(1) Surat  dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat Penuntut
dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2
ayat (1) atau ayat (2).

(2) Dalam  hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen

keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan file dokumen



tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

(3) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pendapat Penuntut
terhadap keberatan

Terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 9

(1) Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali

ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam Keadaan Tertentu, sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat
dilangsungkan secara elektronik.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Pasal 10

(1) Setiap Saksi dan Ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji
terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh
Hakim/Majelis Hakim.

(2) Dalam hal Saksi dan Ahli memberikan keterangan dari kantor Penuntut atau
dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim
dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di kantor tempat Saksi dan Ahli

memberikan keterangan.

(3) Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan

Hukum Acara.

Pasal 11

(1) Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan berdasarkan ketentuan

Hukum Acara.

(2) Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan

meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.



(3) Dalam Keadaan Tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan

pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di:
a. kantor Penuntut dalam daerah hukumnya;

b. Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila Saksi dan/atau Ahli
berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan
perkara;

c. kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/
rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di

luar negeri; atau
d. tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

(4) Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ketua Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli
yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara
Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang

Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan
atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi
dan/atau Ahli.

(5) Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik
Indonesia menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik dan
menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan untuk mengawasi ketertiban

jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli.

(6) Sebelum pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pihak yang menghadirkan Saksi dan/atau Ahli

memberitahukan/mengirimkan kepada Panitera/Panitera Pengganti berupa:
a. jumlah Saksi dan/atau Ahli yang akan dihadirkan;

b. akun tempat Saksi dan/atau Ahli diperiksa yang dapat terhubung
dengan aplikasi pelaksanaan sidang; dan
C. dokumen lain yang dibutuhkan.
(7) Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang

Mengadili perkara tersebut.



Pasal 12

Khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya menurut peraturan
perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib
dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Panitera
Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi
pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam format
audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi
tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Terdakwa

Pasal 13

(1) Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai dengan ketentuan

Hukum Acara.

(2) Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara
Elektronik:

a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat
Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;

b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak
memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya

dari kantor Penuntut; atau

c. apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan,
kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis

Hakim melalui penetapan.

(3) Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
ketua/kepala Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya
menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu)
orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa
menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya

pemeriksaan Terdakwa.



Bagian Kelima

Pemeriksaan Barang Bukti

Pasal 14

(1) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya
dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada
di kantor Penuntut.

(2) Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis
Hakim secara elektronik.

(3) Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis
Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas
perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut secara

elektronik.

(4) Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti
dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam

persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.

(5) Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik
berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut
diperlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4).

(6) Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya secara

elektronik.

Bagian Keenam

Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik

Pasal 15

(1) Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang

sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.



(2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen
tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama
dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Ketujuh

Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Pasal 16

(1) Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat

Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(2) Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim,

sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.

(3) Dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan
putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili
Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS

(short message service).

(4) Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat
tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala
desa/lurah.

(5) Dalam hal tempat tinggal dan tempat kediaman Terdakwa tidak diketahui,
pemberitahuan  putusan dilakukan melalui media massa, papan

pengumuman, dan laman Pengadilan.

Bagian Kedelapan
Kendala Teknis dan Akses Publik

Pasal 17



(1) Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan
pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka

kembali setelah gangguan berakhir.

(2) Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit,
demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan
jadwal sidang (court calendar) yang telah ditetapkan yang termuat dalam

Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 18

Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, akses publik terhadap
administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Ketentuan lain mengenai administrasi dan persidangan perkara pidana
secara elektronik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Persidangan perkara pidana secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan

Mahkamah Agung ini, tetap dinyatakan sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
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